BAB VI
PENUTUP

Pada Bab ini akan disampaikan kesimpulan yang dapat diambil serta saran
yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan.
Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

1. Pada faktor uang persediaan, yang menjadi permasalahannya adalah
terlambat masuknya uang persediaan membuat program atau kegiatan yang
dianggarkan tidak bisa dilaksanakan di triwulan I dan Il. Badan keuangan
baru mulai memacu kegiatan-kegiatannya di triwulan 1l dan IV saat
ketersediaan uang sudah ada. Sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan
penyerapan anggaran belanja.

2. Pada faktor Dana Alokasi Umum, yang menjadi permasalahannya adalah
transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang datang terlambat
membuat proses pembayaran gaji pegawai terlambat, sehingga realisasi
belanja tidak langsung di triwulan I dan Il rendah. Hal ini menyebabkan
keterlambatan penyerapan anggaran belanja.

3. Pada faktor regulasi, yang menjadi permasalahannya adalah adanya regulasi
dari pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh setiap SKPD sesuai waktu
yang telah ditetapkan oleh pusat sehingga terjadi keterlambatan dalam
penyerapan anggaran karena harus dilakukan penyesuaian anggaran.

4. Pada faktor administrasi, yang menjadi permasalahannya adalah adanya

kesalahan pemakaian akun belanja, kesalahan dalam pengetikan dan salah
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redaksi yang dapat menghambat penyerapan anggaran. Kesalahan-
kesalahan tersebut sering terjadi karena diberikannya beban kerja yang
tinggi kepada pegawai sehingga pegawai sering merasa kelelahan dan
menjadi kurang fokus dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.

5. Pada faktor sumber daya manusia, sumber daya manusia pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah belum berkompeten sehingga dapat membuat
penumpukan tugas yang menyebabkan penyerapan anggaran dalam instansi
kurang optimal.

6. Pada faktor pengadaan barang dan jasa yang menjadi permasalahannya
Pejabat pengelola keuangan terlambat mengajukan kerangka acuan kerja
kepada unit layanan pengadaan, terlambatnya penandatanganan kontrak,
serta pembayaran untuk para kontraktor pada triwulan keempat yang
membuat penyerapan anggaran terlihat seperti cenderung dipaksakan.

7. Pada faktor komitmen organisasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Kupang memiliki aturan nilai yang tegas dalam menerapkan konsep
komitmen sebagai suatu kerangka berpikir yang sama, sehingga terjadi
kecocokan antara nilai dengan pegawai yang cenderung dipaksakan dapat
menghambat pemecahan masalah yang bersifat kreatif dan dapat
mempengaruhi penyerapan anggaran.

6.2 Saran

1. Pada faktor uang persediaan, pemerintah perlu mengupayakan ketepatan

waktu dalam memberikan uang persediaan agar kegiatan operasional kantor

dapat berjalan dengan baik.
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. Pada faktor Dana Alokasi Umum, pemerintah harus berupaya untuk
mengatasi penyebab yang membuat transfer dana DAU terlambat, agar
tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji pegawai dan kegiatan
yang direncanakan.

. Pada faktor regulasi, Badan Keuangan Daerah harus lebih mengantisipasi
terhadap perubahan-perubahan regulasi agar tidak terjadi keterlambatan
penyerapan anggaran.

. Pada faktor administrasi, perlu melakukan evaluasi kembali kebutuhan
kerja pegawai, agar tidak terjadi penumpukan tugas atau beban kerja yang
tinggi.

. Pada faktor Sumber Daya Manusia, demi meningkatkan kinerja Sumber
Daya Manusia (SDM), diharapkan kepada Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Kupang atau setiap SKPD perlu melakukan sosialisasi dan
pelatihan serta pengembangan agar para pegawai lebih berkompeten.

. Pada faktor pengadaan barang dan jasa, perlu membuat suatu kebijakan
yang lebih tegas kepada setiap pejabat pengelola keuangan yang terlambat
mengajukan kerangka acuan kerja kepada unit layanan pengadaan.

. Pada faktor komitmen organisasi, sebaiknya Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Kupang tidak menerapkan nilai yang tegas untuk harus
menerima konsep komitmen sebagai suatu kerangka berpikir yang sama,
karena dalam instansi tersebut terdapat berbagai banyak kepentingan yang

berbeda.
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